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LAMPIRAN 1 :

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal BAB VII Tentang Dewan Perwakilan
Rakyat Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Dan Pasal 22

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20
(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat.
(2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21
(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan
undang- undang.
(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak
disyahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi
dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22
(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan
PerwakilanRakyat dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus
dicabut.



LAMPIRAN 2 :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Bagian Ketiga Tentang
Wewenang Dan Tugas Pasal 71 Paragraf 1 Tentang Wewenang DPR,

Pasal 72 Paragraf 2 Tentang Tugas DPR

Bagian Ketiga
Wewenang Dan Tugas
Paragraf 1
Wewenang

Pasal 71

DPR berwenang :

a.

membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama;

. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan

pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk
menjadi undang-undang;

. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan
pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan
bersama antara DPR dan Presiden;

d. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang

APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agama;

e. membahas . . .



e. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan
memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN

yang diajukan oleh Presiden;

f. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh
DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,

pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

g. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan

memmbuat perdamaian dengan negara lain;

h. memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang
terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan

atau pembentukan undang-undang;

i. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan

abolisi;

J.  memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar

dan menerima penempatan duta besar negara lain;
k. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;

I.  memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan

pemberhentian anggota Komisi Yudisial;

m. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial

untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan

n. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada

Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.

Paragraf 2 . . .



Paragraf 2
Wewenang
Tugas

Pasal 72

DPR berwenang :

a.

menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi

nasional;
menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;

menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan

keuangan pusat dan daerah;

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan

kebijakan pemerintah;

membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;

memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat
yang terkait dengan beban keuangan negara;

menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat; dan
melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang- undang.

Pasal 73 . ..



1)

(2)

(3)

(4)

()

1)

Pasal 73

DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil
pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat
secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.

Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga
masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali
berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat menggunakan hak
interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPR
dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan.

Dalam hal badan hukum dan/atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa
alasan yang sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan
menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera
paling lama 30 (tiga puluh) Hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 74

DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memberikan
rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga
negara, atau penduduk melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat,
rapat dengar pendapat umum, rapat panitia kKhusus, rapat panitia kerja, rapat
tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR demi kepentingan
bangsa dan negara.

(2) Setiap . . .



(2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau
penduduk wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Setiap pejabat negara atau pejabat pemerintah yang mengabaikan rekomendasi
DPR, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan
pendapat, atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan.

(4) Dalam hal pejabat negara atau pejabat pemerintah mengabaikan atau tidak
melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR
dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat
atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan.

(5) DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada
pejabat negara atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau
mengabaikan rekomendasi DPR.

(6) Dalam hal badan hukum atau warga negara mengabaikan atau tidak
melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPR

dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk dikenai sanksi.

Pasal 75

(1) Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 dan Pasal 72, DPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran
yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden
untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Dalam menyusun program dan kegiatan DPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), untuk memenuhi kebutuhannya, DPR dapat menyusun standar biaya

khusus dan mengajukannya kepada Presiden untuk dibahas bersama.

(3) Anggaran . ..

(3) Anggaran DPR dikelola oleh Sekretariat Jenderal DPR sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.



(4) DPR menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DPR dalam
peraturan DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Keanggotaan

Pasal 76

(1) Anggota DPR berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang.

(2) Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden.

(3) Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara Republik Indonesia.

(4) Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat
anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/jan;ji.

(5) Setiap anggota, kecuali pimpinan MPR dan pimpinan DPR, harus menjadi
anggota salah satu komisi.

(6) Setiap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat merangkap
sebagai anggota salah satu alat kelengkapan lainnya yang bersifat tetap,

kecuali sebagai anggota Badan Musyawarah.

Pasal 77
(1) Anggota DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji
secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat

paripurna DPR.
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